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MENURUT PP NO 42 TAHUN 2006

A. Analisis Pembinaan Nazhir Di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
Pembinaan nazhir merupakan sesuatu yang sangaigdatam proses pengelolaan
dan pengembangan harta wakaf. Terlebih lagi setattdnya ketentuan yang mengatur
mengenai wakaf sebagaimana termaktub dalam Undadgfd Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf. Jika menelaah isi dari UU No. 41uraB004 tentang Wakaf, maka dapat
diketahui bahwasanya pembinaan nazhir dapat dilaksa dalam tiga jenis kegiatan,

yakni:!

1. Pemberdayaan nazhir
2. Penyediaan sarana dan prasarana operasional
3. Pengawasan dalam pengelolaan dan evaluasi
Pembinaan tersebut diberikan kepada setiap nazmg yada di masing-masing
wilayah di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. 8gllan waktu pelaksanaannya adalah

sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

! Sebagaimana diatur dalam Bab VIII tentang Pembiiaa Pengawasan yang dijelaskan dalam Pasal 53-
56 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pembinadaluigpemberdayaan dapat dilaksanakan melalui paarbe
regulasi, pemberian motivasi, pemberian penyuluRanmyediaan sarana dan prasarana dapat berbentygdjzan
fasilitas sertifikasi wakaf, fasilitas masuknya datana wakaf dari dalam dan luar negeri, hinggansaoperasional
yang lainnya. Sedangkan pengawasan meliputi prosmstoring atau pengawasan terhadap pengelolaan dan
pengembangan wakaf yang dapat dilakukan secaranpaispun aktif.



Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikdtahwa pada dasarnya seluruh
nazhir yang ada di suatu wilayah berhak mendapptanbinaan secara langsung dari
menteri atau Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namunap&enyataan di Kecamatan
Kebonagung, pembinaan nazhir hanya diperuntukkgndsdah satu organisasi nazhir saja.

Hal ini tentu kurang tepat dengan ketentuan yargateum dalam UU No. 41 Tahun 2004.

Menurut penulis, fenomena tersebut dapat terjadikti lain akibat belum
maksimalnya kinerja KUA sebagai kepanjangan tandan BWI di tingkat kecamatan
dalam mendata nazhir yang ada di wilayahnya. Ig@alsemenjak disahkannya UU No. 41
Tahun 2004 tentang Wakaf, KUA melakukan pendataamkait dengan jumlah dan

keberadaan nazhir di lingkungan Kecamatan Keborgagun

Akibat dari ketiadaan proses pendataan nazhir diakKmtan Kebonagung dapat
terlihat dari tidak tercakupnya seluruh nazhir yadg di wilayah Kecamatan Kebonagung
dalam proses pembinaan nazhir di Kecamatan Kebaga&elain untuk mengetahui jumlah
dan domisili nazhir serta harta wakaf yang dikelpkndataan nazhir yang berada di wilayah
Kecamatan Kebonagung menurut penulis sangat dikzerlwntuk mengetahui kondisi
perwakafan di Kecamatan Kebonagung. Sebab bukak tdungkin antara nazhir satu
dengan yang lainnya memiliki permasalahan yangduerdbeda terkait dengan pengelolaan

dan pengembangan harta wakaf.

Melalui pengetahuan tentang kondisi perwakafan eltatnatan Kebonagung, maka
KUA akan dapat membuat konsep pembinaan yang wahtkenyeluruh bagi nazhir yang

berada di wilayah Kecamatan Kebonagung KabupatemaRe Hal ini sebenarnya tidak



hanya dapat diberlakukan pada wilayah Kecamatarnok@ung saja namun juga harus

dilaksanakan di seluruh kecamatan di wilayah KaterpBemak.

Menurut penulis, dengan adanya pendataan terkaigashe kondisi perwakafan di
Kabupaten Demak, maka Badan Wakaf Indonesia (BVahupaten Demak dapat membuat

konsep pembinaan yang didasarkan pada kesamaaagadaiman yang dialami oleh nazhir.

Dengan demikian, tidak adanya pendataan secark laa@sung telah merugikan
para nazhir pada aspek tidak meratanya pembinagadée nazhir, khususnya yang
berdomisili di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Derivaski di sisi lain ada penyebab
yang mungkin sekilas dapat menjadi alasan yand tgpa permasalahan yang terjadi, yakni
terkait dengan Kecamatan Kebonagung sebagai keaanyanhg baru yang tentunya juga
berpengaruh pada data administrasi kecamatan, otepanulis hal tersebut tidak dapat
dijadikan alasan karena seharusnya BWI dapat segesimkukan pendataan. Selain
merugikan para nazhir pada aspek di atas, tidakyadpendataan juga akan memunculkan
pembinaan nazhir yang tidak maksimal karena beluampu menyentuh aspek

permasalahan nazhir secara mendasar.

Pembinaan nazhir yang tidak maksimal tersebut htdrlidari adanya materi
pembinaan dalam bentuk pelatihan yang masih bemfaogen, yakni terkait dengan batas
pengertian, tanggung jawab kerja, hubungan kerfarannazhir dengan lembaga yang
menaunginya serta konsepsi tentang harta wakaf pggagelolaannya. Sedangkan pada
dataran praktis, pembinaan yang dilakukan belum poamenyentuh aspek pendampingan

terhadap pelaksanaan dari materi yang diberikaa padt pelatihan kepada para nazhir.



Hal ini seperti terlihat pada pendapat Bapak NulinBgyang telah mengikuti
pelatihan nazhir sebanyak dua kali. Beliau mengapigan tentang lemahnya peran nazhir
yang berada di Kecamatan Kebonagung, hampir bpssstikan tidak ada kegiatan-kegiatan
yang berkaitan dengan perwakafan. Jadi nazhir hamgmupakan formalitas untuk

pencatatan di sertifikat wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikdtahwasanya pembinaan nazhir
di Kecamatan Kebonagung baru sebatas pada pembsezamna konsepsi (teori) tentang
perwakafan serta lingkup sertifikasi wakaf dan mafedangkan pada tahap pengembangan

wakaf, pembinaan nazhir belum menyentuh aspekitetse

Menurut penulis, kondisi semacam itu memiliki du#ain analisa. Pertama,
pembinaan yang dilakukan oleh BWI Kabupaten Demgbat dimaklumi karena sebelum
adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaeanwakaf di Kecamatan
Kebonagung telah sesuai dengan ketentuan syasiainl Sedangkan substansi mendasar
dari UU tentang wakaf tersebut di antaranya ad&glalitas perwakafan yang meliputi
legalitas nazhir dan tanah wakaf. Sehingga dalamlgs@n ini, proses sosialisasi yang
dilakukan oleh BWI melalui KUA terkait dengan leit@ perwakafan dapat dimafhumi.
Akan tetapi jika melihat dari proses pelaksanaanmsgkilas terdapat kekurangsesuaian
dengan tujuan yang diinginkan oleh BWI. Hal inindilkasikan dengan tidak diundangnya
para nazhir secara menyeluruh pada pelatihan yeaagkhn oleh BWI. Namun demikian,
menurut penulis, hal tersebut tidak menjadi perhaasa karena BWI melakukan proses

sosialisasi di luar pelatihan nazhir.



Kedua, pembinaan nazhir yang dilakukan oleh BWI belumpatladisebut sebagai
pembinaan. Indikasi dari argumen ini adalah tiddé&nga aspek kemajuan yang terkandung
dalam proses pembinaan tersebut. Aspek kemajuag glanaksud adalah bahwasanya
materi yang diberikan masih berkutat pada konseyskaf yang telah dikenal oleh
masyarakat. Kalaupun ada aspek yang baru, hanydasepada legalitas menurut hukum

negara maupun teori tentang jenis-jenis wakafyaimg dapat dikembangkan.

Menurut penulis, pada aspek legalitas hukum netdek dapat disebut hal baru
karena hal itu telah dilakukan oleh para nazhiamiekonteks hukum Islam sebelum adanya
UU tersebut. Dalam konteks hukum Islam, legalitaghir dapat diketahui dari syarat yang
harus dipenuhinya yaitu: beragama Islam, dewaspatddipercaya serta mampu secara
jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan urusag lyarkaitan dengan wakaf, serta tidak
terhalang untuk melakukan perbuatan hukuPerbedaan antara syarat nazhir dalam konteks
hukum Islam dengan legalitas kenegaraan dalam UWNdahun 2004 hanya terletak dari
adanya syarat warga negara Indonesia saja. Halapat terlihat pada redaksi UU No. 41

Tahun 2004 Pasal 10 sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia ;

2. Beragama Islam ;

3. Dewasa ;

4. Amanah ;

5. Mampu secara jasmani dan rohani;

6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum ;

2 Abdul Ghofur AnshoriHukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2005,
him. 28.

% Hadi Setia Tunggalndang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta :
Hafarindo, 2005.



Selain adanya tambahan syarat sebagai warga negdtk legalitas kenegaraan,
nazhir juga harus mendaftarkan diri dan harta walaig dikelolanya pada BWI dan

pelaporan mengenai hasil pengelolaan wakaf.

Sedangkan asumsi aspek kemajuan yang kedua addkahyaa teori tentang
kemungkinan pelaksanaan wakaf dengan jenis yang bEmun menurut penulis, asumsi
tersebut tidak dapat dikatakan mengandung aspelajiam karena baru sebatas pada
lingkup teoritis semata. Berbeda lagi manakala kaggeritis tersebut juga diikuti dengan
aspek praktis seperti pendampingan atau penyuluhangenai pengembangan model
perwakafan atau bahkan membuka "pasar” dengan hmek@jasama dengan pihak ketiga,
Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (BEX8J) untuk mengembangkan
jenis wakaf baru yang mungkin lebih dapat mengeagapnasyarakat umum. Hal ini tidak

berlebihan karena pada dasarnya dalam wakaf tenkgrdjuan-tujuan kemaslahatan umat.
Tujuan wakaf menurut Departemen Agama adalah sebaghut :

1. Untuk mencari keridloan Allah. Termasuk di dalammsggala macam usaha untuk
menegakkan agama Islam, seperti mendirikan temipatah untuk kaummuslim,
kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagaingaen& itu seseorang tidak dapat
mewakafkan hartanya untuk kepentingan maksiat ydag bertentangan dengan ajaran
Islam. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola wintusaha yang bertentangan dengan
agama Islam seperti untuk industri minuman keraslaa-lain.

2. Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakskin, orang-orang terlantar,

kerabat, mendirikan sekolah atau asrama anak yatim.

* Departemen Agama Rimu Figh 3 Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Saranar@®erdlinggi
Agama Islam/IAIN, 1986, cet. Ke-2, him. 216



Jadi secara tidak langsung, ada beberapa hal yhebashkan kepada nazhir, dimana
nazhir wajib melaksanakannya agar kondisi hartaafvédtap terjaga dan keuntungannya
bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahataquih&laih sebagai tujuan wakaf bisa
terpenuh Mengenai tujuan wakaf yang menyangkut kepentingesyarakat, A. Rofiq
menjelaskan bahwasanya tujuan wakaf merupakan veswgewakif. Apakah harta yang
diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendagjai wakaf keluargavékaf ahli),

atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untidpkntingan umumni@akaf khairi).*?

Dari penjelasan yang diberikan oleh A. Rofig disatamaka dapat diketahui
bahwasanya tujuan wakaf dapat bersifat fleksibeniut penulis, dengan didasarkan pada
penjelasan tersebut, ada peluang pembinaan nazmg ylapat dilakukan oleh BWI
Kabupaten Demak, khususnya Kecamatan Kebonagungamiping aspek pemahaman
legalitas perwakafan. Pembinaan yang dimaksud pégtulis tidak lain adalah pembinaan
yang berhubungan dengan pengembangan tujuan dafaanhavekaf yang dikembangkan
dengan tidak hanya diperuntukkan bagi lembaga yelafy ditentukan pada saat akad dulu
namun juga dapat dikembangkan dengan menjadikaek akpmaslahatan umat secara
umum. Pengembangan manfaat hasil pengelolaan wiakat dilaksanakan manakala hasil
pengelolaan wakaf dari nazhir telah mencukupi kettan lembaga dari tujuan perwakafan.
Hal ini juga diperbolehkan dalam UU No. 41 Tahu®2@entang Wakaf Pasal 45 ayat (2) jo

No. 41 tahun 2004 Pasal 49 ayat 1 yang menjelaskdaang kebolehan perluasan kegunaan

® Ibnoe Wahyudi M.Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta: Penerbit
Papas Sinar Sinanti Anggota lkapi, Cet. ke-1, 260%,119.

43 Ahmad Rofig, Figh Kontekstual: dari Normative ke Pemahaman Sosial, Semarang: Pustaka Pelajar,
2004, him. 323.



wakaf (Pasal 45) dan legalitas BWI sebagai lembaga berhak memberikan persetujuan

dan atau izin terhadap perubahan peruntukan Wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digarpubahwasanya pembinaan
nazhir yang dilakukan di Kecamatan Kebonagung maesitderung pada bidang legalitas
administrasi belaka dan belum menyentuh aspek pamgegan. Sehingga mengakibatkan

belum maksimalnya pengembangan pengelolaan hakiaf wieh nazhir.

. Analisis Praktek Pembinaan Nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
Ditinjau Dari PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf

Ukuran yang menjadi dasar penilaian praktek penalimaazhir dalam penelitian ini
adalah sinergitas antara hasil kerja dengan tujaag ditetapkan. Dengan demikian, ukuran
pembinaan nazhir menurut UU No. 41 Tahun 2004 adpéabandingan antara proses dan
hasil pembinaan dengan tujuan dari pembinaan yamgaktub dalam UU No. 41 Tahun
2004 tentang wakaf. Lebih lanjut, perbandinganeteus akan melibatkan perbandingan
antara realita lapangan dengan PP No. 42 Tahunt20@hg Pelaksanaan UU No. 41 Tahun

2004 tentang Wakaf sebagai acuan pelaksanaan U@INBahun 2004.

Berdasar pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wak&aitedengan pembinaan
nazhir, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapdalui keberadaan undang-undang

tersebut. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai tersebantaranya adalah:

1. Terwujudnya legalitas perwakafan melalui prosesfé@si tanah wakaf dan nazhir

® Hadi Setia Tunggabp. cit., him. v-vi.



. Terwujudnya pemahaman konsepsi wakaf dalam UU Nolahun 2004 tentang wakaf
yang dapat menunjang keberhasilan pengembangamkegfam di Indonesia

. Terwujudnya pengelolaan wakaf yang memiliki kemaarpuntuk berkembang

. Terwujudnya pengembangan pengelolaan wakaf dalatulbgang berbeda

Apabila merujuk pada kenyataan di lapangan tertaitgan legalitas perwakafan,

maka hal itu seolah menunjukkan bahwasanya padk éspalitas perwakafan dalam proses

pembinaan nazhir telah berjalan secara efektif. Hal diindikasikan dengan adanya

perkembangan legalitas perwakafan, baik nazhir omaupauqufnya. Namun jika ditelaah

lebih dalam, legalitas yang dilakukan dalam prgsesmbinaan nazhir masih belum dapat

dikatakan telah efektif. Hal ini dapat dijelaskaalatui dua sudut pandang sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang efektifitas metoa®rhino effect”

Berdasarkan pemaparan pada bab Il dapat diketdlahwasanya proses
pembinaan yang berhubungan dengan tujuan terciptéegyalitas dilakukan dengan
metode tomino effect”, yakni metode bersambung dari satu peserta pexahikepada
para nazhir yang ada di Kecamatan Kebonagung. Melaktode tersebut, BWI
Kabupaten Demak berharap agar dapat terjadi ssesaldari nazhir yang ikut program
pembinaan kepada para nazhir yang belum atau tigekgikuti pembinaan. Namun
demikian, hal itu urung terjadi dan malah membu@tl Bnelalui KUA bekerja dua kali

dengan melakukan sosialisasi kepada para naztgrlyelnom ikut pembinaan.

Menurut penulis, sosialisasi yang dilakukan olehIBiélaui kepada para nazhir
yang belum mengikuti pembinaan tidak dapat dissbbfgai proses pembinaan. Dalam
UU No. 41 Tahun 2004 terkait dengan pembinaanuskegiatan dapat dianggap sebagai

usaha pembinaan manakala terdapat aspek-aspekgkegbam sarana dan prasarana,



regulasi, penyuluhan, dan pemberdayaan (Pasall&8)gan demikian, kegiatan yang
dilaksanakan oleh KUA tersebut belum dapat disebeibagai usaha pembinaan
melainkan hanya terbatas pada kegiatan pemberitdtarana tidak terpenuhinya aspek-

aspek pembinaan berkelanjutan dalam proses tersebut

Menurut penulis, tidak berjalannya metodrhino effect” tersebut di atas juga
dapat disebabkan belum adanya organisasi atautyemsaazhir pada suatu wilayah.
Dampak dari tidak adanya persatuan nazhir akarebhggsuh pada timbulnya persaingan
yang tidak sehat antar nazhir dalam upaya pengelalan pengembangan harta wakaf
yang mereka kelola. Hal ini dapat terjadi karenangd kesamaan jenis harta wakaf yang
dikelola oleh para nazhir, khususnya yang bergdrddidang pendidikan. Hal ini secara
tidak langsung menunjukkan bahwasanya aspek perdjkasian nazhir, sebagaimana
termaktub dalam Pasal 53 ayat (2) item b belumksiilaakan sehingga mengurangi

optimalisasi praktek pembinaan nazhir.

. Dari sudut pandang legalitas perwakafan
Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalagispek penting yang
perlu diperhatikan mengenai legalitas perwakafaspek-aspek tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Aspek nazhir, di mana terdapat ketentuan mengamalah nazhir perorangan,
legalitas hukum nazhir organisasi dan badan hulaama prosedural pengangkatan,
waktu kerja, penghentian, pergantian, hingga legmlhazhir menurut UU No. 41

Tahun 2004.

" Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Bab Il UU &loTahun 2004 tentang Wakaf



b. Aspek harta wakaf yang meliputi prosedural pendaftaharta wakaf, pertukaran

harta wakaf, pengembangan harta wakaf dan jenigfwakru yang dapat dikelola

dan dikembangkan, hingga prosedural legalitas heataf®

Sebagai penunjang serta acuan dalam mewujudkalitdsgaerwakafan tersebut

di atas, maka dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentadagda@maan UU No. 41 Tahun 2004,

khususnya pada Pasal 53 disebutkan hal-hal yarkaitser dengan legalitas perwakafan

sebagai berikut:

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (iputne

a.

b.

f.

penyiapan sarana dan prasarana penunjang opetasemiar wakaf baik
perseorangan, organisasi dan badan hukum;

penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberitasilitas,
pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangaadagr harta
benda wakaf;

penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;

penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baikafvéenda tidak
bergerak dan/atau benda bergerak;

penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk oiedakpembinaan
dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dénglmpnya; dan
pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf @aihddan luar negeri
dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Berdasarkan ayat di atas, khususnya item ¢ dampgt dliketahui bahwasanya

dalam pembinaan nazhir yang berhubungan dengalitdsgaerwakafan perlu disediakan

fasilitas proses sertifikasi wakaf serta penyulupanerangan di daerah. Fasilitas proses

sertifikasi wakaf merupakan segala sesuatu yangtutiBan dalam upaya mewujudkan

legalitas perwakafan di Indonesia. Fasilitas tarsghiga didukung dengan adanya

penyuluhan dan penerangan sehingga akan memungaifliengisitas antara pemahaman

akan pentingnya sertifikasi wakaf (harta wakaf dazhir) dengan animo dan praktek

legalitas wakaf oleh para nazhir.

8 Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal BaUINo. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
9 Departemen Agaama, Peraturan Pemerintah No. 421'rm5tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 teﬂt&ﬂi@w



Apabila merujuk pada realita di lapangan, legalitestifikasi wakaf telah
dilaksanakan oleh para nazhir. Namun ada satu d& yenting dan dapat dijadikan
sebagai alat untuk menghilangkan legalitas perveakgéng masih terjadi di Kecamatan
Kebonagung. Satu hal tersebut berkenaan dengafitdsgperwakafan dari tinjauan

keberadaan nazhir dalam satu wilayah dengan hanig giwakafkan.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasabd @y disebutkan:

Salah seorang nazhir perseorangan sebagaimanasdidhakda ayat (5) harus
bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wadaidia

Kemudian pada Pasal 7 ayat (3) item a dan b daal Rasayat (3) item b juga

disebutkan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (3):

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang betgelia bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Isfang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratair parfeorangan
b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdodiigibupaten/kota letak
benda wakaf berada

Pasal 11 ayat (3):

Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftarbagaenana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

b. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratair perseorangan

c. Salah seorang pengurus badan hukum harus besilogni kabupaten/kota
letak benda wakaf berada



Jika merujuk pada ketentuan yang termaktub dalasalgmasal di atas, terdapat
permasalahan terkait dengan legalitas perwakafasudgmya mengenai legalitas nazhir.
Ada dua kasus yang terdapat di Kecamatan Kebonagamg berkaitan dengan
ketentuan pasal-pasal di atas. Dua kasus terselldhaterkait legalitas Panti Asuhan

Darul Hadlanah dan Panti Asuhan Nurul Huda sehaag#iir.

Kedua panti asuhan di atas merupakan panti asubag Vidak berada di
lingkungan Kecamatan Kebonagung yang mana PantigksDarul Hadlanah berada di
Kota Semarang sedangkan Panti Asuhan Nurul Hudalaeti Kecamatan Karangawen.
Jika merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (3) demaka Panti Asuhan Nurul Huda
dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan lokadangkan Panti Asuhan Darul
Hadlanah tidak memiliki legalitas terkait persyaratokalitas. Akan tetapi jika mengacu
pada ketentuan Pasal 11 ayat (3) item b, maka kpdntk asuhan tersebut sama-sama
tidak memiliki legalitas persyaratan lokalitas naXarena tidak ada satu orang pengurus

mereka yang berada di lokasi kecamatan tempat Wwakaf yang mereka kelola.

Meski demikian praktek perwakafan tetap dilaksanadlan tidak pernah ada
teguran dari BWI Kabupaten Demak maupun KUA Kecamaebonagung sebagai
kepanjangan tangan dari BWI Kabupaten Demak. Meémenulis, hal itu dapat terjadi
karena adanya kekurangpahaman mengenai statugtdedetpengurusan. Dari kedua
panti asuhan tersebut memang memiliki orang yantudes mengurusi harta benda
wakaf mereka yang ada di Kecamatan Kebonagung. Ngrada kenyataannya, orang
yang ditunjuk tersebut bukan pengurus tetap dam @géagurus yang mendapat legalitas
secara kelembagaan. Indikator sederhana dari tegakepengurusan dalam sebuah

lembaga badan hukum adalah adanya pengakuan s@eagairus dalam daftar susunan



pengurus? Dengan demikian, secara tidak langsung dapat utisah bahwasanya aspek
legalitas perwakafan kedua panti asuhan tersebpitddiragukan karena tidak

terpenuhinya syarat nazhir dalam praktek perwakafan

Memang jika dikaji dalam konteks figih Islam, kebd@aan legalitas nazhir tidak
menjadikan cacatnya perwakafan. Hal ini sebagaintangatakan oleh Said Agil al-
Munawar, dikutip dari Abdul Wahab Khallaf menjelaskbahwa rukun wakaf ada 4

macam :

a. Ada orang yang berwakaf atau wakif, yakni pemild&th benda yang melalukan
tindakan hukum
b. Ada harta yang diwakafkan atau mauquf bih sebagakgerbuatan hukum
c. Ada tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakséhdit mauquf 'alaih Ada
pernyataan wakaf dari si wagqjif yang disebut sigitai ikrar wakat?
Namun jika ditinjau dari undang-undang yang berldkundonesia, khususnya
UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka hal itanakenjadi permasalahan karena
dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwassgyar merupakan salah satu rukun
yang dapat menjadikan praktek wakaf sah atau fid@ieh sebab itu, meski sah dalam
konteks hukum figih, namun dalam konteks hukumnisid Indonesia, maka praktek

perwakafan kedua panti asuhan di atas masih bedsmasdengan ketentuan perundang-

9 Hal ini sebagaimana diakui oleh orang-orang yaipgstahi oleh kedua badan hukum tersebut untuk
mengurusi harta wakaf. Kedua orang tersebut bukdmégian dari pengurus kedua lembaga yang mengtiim
wakaf di Kecamatan Kebonagung. Wawancara dengaakBapryadi sebagai orang yang mengurusi wakaf Panti
Asuhan Darul Hadlanah Semarang dan Bapak Arif Hdoyaebagai orang yang mengurusi wakaf Panti Asuhan
Nurul Huda Karangawen

1 said Agil Husin al-Munawatiukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta : Penamadani, 2004, him. 135;
lihat juga dalam Mustafa Edwin Nasution, Uswaturs&teah Wakaf Tunai Inovas Finansial Islam Peluang Dan
Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, Jakarta: PKTTI-UI, 2005, him. 58.

12 Rukun wakaf yang tercantum dalam UU No. 41 Tah@@42tentang Wakaf isinya sama dengan rukun
wakaf dalam figih Islam namun ada penambahan tenkahir dan jangka waktu sebagai dua rukun tanmaha



undangan sehingga dapat dinyatakan tidak sah sho&tan. Dengan demikian dapat
diketahui bahwasanya adanya permasalahan menyanigigatlitas nazhir akan
memberikan dampak pada legalitas perwakafan yaladudian oleh kedua lembaga

badan hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disiamputlahwasanya pembinaan
nazhir yang dilaksanakan di Kecamatan Kebonagumgnbelapat dikatakan telah sesuai
secara keseluruhan dengan PP No. 42 Tahun 2006mergini didasarkan pada kenyataan

yang terjadi di lapangan yang dapat disimpulkamgabberikut:

1. Dalam hal penyiapan fasilitas sertifikasi, upayampmaan nazhir telah memiliki
kesesuaian dengan ketentuan PP No. 42 Tahun 200Garmetersedianya blanko
sertifikasi baik blanko sertifikasi wakaf maupurzhia.

2. Dalam hal penyuluhan dan penerangan, upaya penmbimazhir belum sesuai dengan
ketentuan PP No. 42 Tahun 2006 karena tidak bergéa strategi domino effect”
seperti yang diharapkan oleh KUA Kecamatan Kebong@ebagai kepanjangan tangan
BWI Kabupaten Demak.

3. Dalam hal pelaksanaan hukum legalitas, upaya pe@abinnazhir Kecamatan
Kebonagung juga belum efektif khususnya terkaitgdenlegalitas persyaratan lokalitas
nazhir dengan harta wakaf yang dikelolanya. Hatenindikasikan dari keberadaan dua
lembaga badan hukum di luar Kecamatan Kebonagung.

4. Tidak adanya upaya pengembangan harta wakaf dgamgarharta wakaf yang lainnya.

Dengan demikian pembinaan nazhir di Kecamatan Kapamg masih hanya seputar
legalitas perwakafan namun juga belum dilaksanakanara keseluruhan khususnya

menyangkut legalitas persyaratan lokalitas nazémgdn harta wakaf yang dikelolanya. Hal



ini secara tidak langsung dapat menunjukkan balmaktek pembinaan nazhir di Kecamatan
Kebonagung ditinjau dari PP No. 42 Tahun 2006 tent@elaksanaan UU No. 41 Tahun
2004 tentang Pengelolaan Wakaf tidak efektif kareaaya mencakup satu bidang tanpa
mempertimbangkan peluang kemajuan bidang lainngia sielak maksimalnya pembinaan

satu bidang tersebut sebagaimana termaktub daladoP#2 Tahun 2006.



